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ABSTRAK

Berhubung axhir - akhir ini banyak keluhan dari masya-
rakat pencari keadilan , bzhwa putusan Pengadilan Hegeri di
sumatera barat mengenal sengketa adat terutama menyenskut
harta pusaka ( kaum , tinggl dan rendah ) , di mana renga -
dilan tidak memutus berdasarkah hukum adat Einangkabau yane
masih hidup dalam masyarakat .

maka pemerintah phopinsi oumatera Harat menseluarkan
Peraturan: Daerah momor. 13 Zzhun 1983 tentang " Hagari ue -
bagal aesatuan masyarakat hukum sdat walam Propinsi Sumate-
Ta Harat ¥ di mana pasal T menentukan kembali fungsi dan tu
gasg - tugas Eerapatan adat nagari{ HAn ) , terutamz menye -
lesafikan sengketa -~ sengkets adat mengenal herta pusaka .
wensketa mana sebelum diteruskan ke rengadilan sepgeri harus
digelesailan oleh pAn terleblin dahuln.

pertitik tolak dengan keluarnya PERDA ini ,maka digind
akan terlihat ge Jaunmana pengarub reREDA ini terhadanp sTekwa
81 perkara perdata di rengadilan hegeri radang, setelah di
teliti , maka terjadi penurunan secara prosentasze . pi dalm
mensumpulkan data dipergunzksn metode pendekatan nornatif
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PERIDABULUAN

A. Tatar Telakang Penelitian.

Sebharaimana diketzhui bahwa negara kita Republik Tndo—
negia disebut dengan negara hukum yang oberarti bahwa serals
goauatunya Altentukan atau distur oleh hukum . Secara umbn
tujuan deri hukum itu adalah mengatur vagaimana tingkah la
ku manusia dalam masyarakal aupsys tercapainya perdamalsa,
ketertiban serta keadiluan. Dan secara khusus berljuzn unbuk
hubungan orang satu dengan orang yand lainnya yang menyang-

kut kepentingon mesing - masing.

sdapun bentuk - bentul hukum ini ada yang dikenal Ze-
dengan hukum yang tertulis yang bersumberian kepada Terun-
dans - undancan, kemudiazn ada yang sebul dengan hukum yang
tidak tertulis yang bersumberkan pada kebiasaan =keblzsaan

vang hidup dalam masyaraxkat inilah yang dikenallkan dengan

huloum adal.

Bertitik tolak dari ini bahws sstiap crang-dalam ma -
masyvarakat mempunyai kepentingan adaltalanya kepentingon mz
sing - maging itu sering dilanggar atzu dirsmpas oleh pihac
lain sehingga sa.ch satu pihak merasa dirugiksa . Untuk ito
hukum dapat memberilkan perlindungen terhadap mereka - mere
ka yvang merasa dirugiken terebut melalul suatu suatu porad

lan, peradilan mana ada yan; ditentokan secara resmi olsn

drimt



nleh undang - undsng { hukum fertulis ) yang dikenzl dengan
neridilan negara sebagaimana yang dimaksudican oleh Undang -
Undang Polok Kekuzasaan kKehaskimen yskni 0U N0, 14 Tahun 1970
maupun digelesailan menurut hukum kebiasamn yarg hidup da's
lam masyaralat / hukum adat setempat melaiui peradilan ada£

yang dilaksanalkan oleh para fungeionalis adat,

Sesual dengan peérkembangan hukum di negara kita , apa-
Pbila dilihat lagi dari sejarahnya yahni saman kelonial Re -
landa dulu di mana dibentuk dan diskuinyzs persdilan desa
Fang beriugas menyelesalltan setiop perkara atan scensketa a-
adat rang mencakup pericara - perkara perdata sdat sertz pi-
dana adat melalul Hzkim Perdamaian Deea . Dan dengan xelusn
nya Undang - Undang Darurad Ho. 1 Tahun 1951 fterskhir undamg
Undang Pokol Kelkuassan Kehakiman ysitun U 0O, 14 pahun 1970

gcarz tegas menghapuskan Peradilan Adat sebpagai peradilan

fis]

tingkat terendah dengan mengarahlkan kepada peradilan negarmy
maka sejalt itw setiap sengketa perdata bizsz dan perdala
adat yang menyangkut sako dan pusako diajulen dan diselesal
kan ¢leh Penzadilan Wegeri sebagsi peradilan tingkat portams.
Malta sehubungFeén dengzn masaalanh ini , dl s5ini peneliti
membatasi diri hanrya menysnskut masaalah perdaia adat mates
rll saja. Karenz dalam memoicaralkan perd2ta adat ini ada dma
bentuk yaknl materil sepertl pusalo ( harta pusaka ) 4i mi-
namgkabau dan inmateril yaitu mengenai sake ¥ gelar dalam -

dustn lkbaam
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HASIL PENELITIAN DAN FEMBAHASAR

Penelitian ini dilakulkan dengan memilih lokasi peneli-
tian di Pengzdilan Negeri PFadang , dengan wllayah hukumnya
adalah mencalkup s2luruh dasran Kotamadyz Padeng dan sebaha-
zian wilayah Kabupaten Padang Pariaman vang fterdiri dari
M Xecamatan di iDmerah Tingkat iI Fotamadya Padang dan 4 Ke
ramatan 4L kepulauan mentawai paserah Yingkat ITI Kabupaten
“zdang Pariaman, Dengan ° batas - batasnya sebaszsi berikut

- Sebelah utara . ; Berbatasaan dengan Kecamalan
Foto Pangah.

- Sebelah Timur : Berbatasan dengen Kecamatan
Pauh / Tubuk Kilangan.

= Gebelah Barat : perbatasan dengan Kepulanan
Mentawai.

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan

++

Bungus Teluk Esbung.

Jadi sesual dengan wilaysh hukum di ates , maka Penga-
1ilan Hegeri Padang adalzh merupalkan salah satu Peradilan
Lingkat I dari beberapa Peradilan yang ada di Daerah Tingkat
L Sumatera Barat yang Derwenang menyeclesaikan setiap perkara
1aik perkara pidana maupun perkara perdata yang diajulkan ie-
sadanya,

Sesual dengan judul penslitian ini , penulis memberikan
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Eesimpulan

Sesual dengan pesrkembancan peradilan di Indonesis , mu-
lai deri zaman Koliénial Belanda sampzi keluwarnya UU De-
rurad HO. 1 Tahun 1951 dan terakhiz ul WO, 14 wahun 1970
\ Undzng - Undéng Pokok Eekuasaan Xehakiman ), dimana
Kerapatan Adat. .nagari | KAN ) sebagal Lembags perdamaias
nagari [/ desz masih digkui keberadsannya vaitu yang mem
punyal tugzs menyelesalkan sengketa adat di winanpgkabau
terutama yang menyangkut persengketasn harta pusakas,
Kemudian dengan keluarnya Ul HO. 14 Tahun 1970 , setisp
peradilen diarahkan ke peradilan negarz , olen scbab ilu
termasuk sengketa adat diselesailkan / dizdili oleh Feng

adilan pegerl sebagai peradilan wnum di fndonesia,

Ehusue di basrah Tingkat I sumstersz sarat sebagni masya
rakat hulum adat Minangkabaug dikeluarksn Peraturan lse-
rah Womor 3 1% Tahuq 198% tentand " Nagzri Sebarai re-
gatuan ﬁasyarahat Hiukum Adat palam Propinsi Taerah Ting
kat I Sumatera Harat Y di dalam pasal 7 rys menestapkan

kembali tugas dan funssi dari Eerapatan Adat Nasari ind.
Femudian dalam pasal T syatl 1o menetukan , bahws TAN jﬂ
ga mempunyai tugas yaiiu mengusshalan perdzamaizn fan

memberiksn kekuatan bukum terhadap anggeita - sngsota ma
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Masyarakat yang bersengketa serla memberikan kekuatan hu
kum lerhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnys menurut
sepanjang adat.

Dengan keluarnya FRBRDA HO. 13 Tabun 1983 indi, maks seti..
ap perkara adat baik yang menyangkut dengan sako / pusalo
gebelum dikanjutkan ke Pengadilan Negeri di sparankan lke-
pada pihalk - pihal yang berperkarse untuk menyelesalkannya
terlebih dshulu oleh Rerapatan Adat Wagard ! Lembaga Ke-

rapatan Adat Alam Minarghaban di azbupatennya,

Dengan keluarnys PERDA HO. 1% Tahun 168% yang dikuatkan
oleh Sural Mdaran Fensgadilan Tingsi Sumatera Harat w0,
363% Tanggal 27 Mai 1985 Yelzh terjadi penzeunan terha -
dap perkara adal yvang masuk ke rengadilan Vegeri Yadang
gehesay 19,12 ® kalau divandinzglan densan Jjumlsh perkara
yang masuk sebelum keluarnya FERDA ini. Walsupun pada ke
nyatazmnya tidak semua perksra yang mesuk ke Yengadilan
Negerl Padang terlebilh dahulu telah diselesaikan oleh Ke
rapatan adat sagari ( KAN}, ini akan fterlihat secara pro
gsentase darl 16% perkara | 100 @ ) hanya 22 perkara yang

melalul kAN ¢ 13, 33 % 4.

HATaN - Saran

kerapatan Adat magari gebagal lembaga perdoian 4l nagard
supaya dapat menjalan kan tugas dan fungsi scroagzaimans

diinzinkan oleh mesyarakat pada umumnya,



Terutama delam menyelesailsn perkara - perkara yans me =

= =

nyanghkut harts pusaks adst , dan dapst memterilan puaia, -

gan yang seadil - adllpya sehinsga  akan memberikan ke-
puasan bagil piger - Tlihkak yang berrerkara. lan apzbila
hal ini telah diperhatikan , maka pork ra ¥yangr bersang -

kutan tidak askan diteruskin ke rengadilan segeri.

oupaya Pengadilan Hegeri {dalsm menerima perkara adat sc-
lum dllcokukan pemeriksasan sebaihnyz menvarankan kepzada
para pihak yang berperkarse untull disclesaiksn berlsbih
dahulu oleh rerapatan Adat Nagari ¢ HEAN ) di dasrahnya,
dan mesazlah ini skan dijadikan salsh satu persyaratan

dalam mengzadili suatu perkara perdats sdat khususnys
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Peraturan vasrsh Tingkat I Propinsi cumalera sarat Homor
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Hulcum=- adat walam. Propinsi waerah Tipgkat I Sumatcra parat.
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